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ABSTRAK 

Status Pegawai suatu organisasi pada umumnya tidak tetap dan selalu 

bergerak secara konstanke atas secara lateral ke bawa dan keluar dari organisasi. 

Program hubungan internal pegawai yang tertata dengan baik sangat bermanfaat 

bagi organisasi dan pegawai. Hubungan internal Pegawai sendiri merupakan 

aktifitas manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan perpindahan 

atau mutasi pegawai dalam organisasi.Permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah pertama, bagimana kebijakan mutasi Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) Eselon  II oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kedua,faktor yang 

mempengaruhi mutasi PNS oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, interview, dan observasi. 

Sedangkan jenis data adalah data primer dan data sekunder. Jumlah populasi dan 

sampel pada penelitian ini adalah 60 orang Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif menggunakan analisis deskriptif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mutasi tidak semata agar PNS 

mendapat tantangan baru dan tugas baru sebagaimana yang sudah 

ditetapkan.Tetapi, mutasi juga merupakan upaya dari pelaksanaan peraturan 

Gubernur, dan mutasi PNS harus sesuai dengan undang-undang Aparatur Sipil 

Negara (ASN) tahun 2014, tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, 

pemberhentian PNS. Selain itu mutasi  PNS dalam jabatan struktural oleh 

pemrintah provinsi Maluku Utara dianggap masih jauh dari harapan, karena 

terdapat ketidakpastian hukum dan tidak konsistensi terhadap persyaratan mutasi 

maupun pengangkatan jabatan.  

Mutasi pada dasarnya adalah pemindahan dan merupakan bentuk 

kebijakan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada pegawai yang memiliki 

jabatan, hal ini dilakukan terhadap pegawai yang dianggap oleh pemimpin 

mempunyai kinerja yang kurang dari standar yang telah di tentukan. Pola mutasi 

seringkali menimbulkan kecemasan di kalangan pegawai jika alasan 

kepindahannya tidak di jelaskan secara baik dan terbuka. 

Pemerintah Provinsi Maluku Uatara masih terbialang muda dalam 

mengaplikasikan undang-undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 tahun 2014 

tersebut, karena secara umum Pemerintah yang secara devenitif  di bawah 

kepemimpinan KH Abd, Ghani Kasuba Lc dan Ir. Muhammad Natsir Thaib baru 

di lantik pada tangggal 5 Mei tahun 2014 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur 

Maluku Utara Baru sekitar 15 bulan, ini  tergolong baru dalam menerapkan 

Undang-undang ASN. Meskipun demikian, tepat pada tanggal 21 Juni Pemeintah 

Maluku Utara atas nama Gubernur telah mengeluarkan suatu Surat Keputusan 

tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja yang bekerja sesuai dengan Tema 

Penulis tentang Kebijakan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Maluku Utara. 

Sistem Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural adalah 

penting dan menentukan, karena Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara 

yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam rangka 

mewujudkan Pemerintahan dan Pembangunan untuk mencapai tujuan sesuai yang 

tertuang dalam visi-misi Pemerintah Provinsi Maluku Utara. 

 

Kata Kunci :  Mutasi, Pegawai Negeri Sipil, Maluku Utara. 
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ABSTRACT 

Servant status of an organization generally is not fixed and constant moves 

laterally over to take in and out of the organization. Internal servant relations 

program is well ordered very beneficial for the organization and the servant. 

Internal relations servant are human resource management activities associated 

with displacement or mutations servants in the organization. The problem in this 

research are: first, how policies mutations Civil Servants (CS) Echelon II by the 

Government of North Moluccas province, second, factor that affect the mutation 

of Civil Servants by the Government of North Moluccas province. Techniques of 

data collection used were questionnaires, interviews, and observations. Whereas 

this type of data is primary and secondary data. Total population and sample in 

this study was 60 people by using qualitative (descriptive analysis). 

 The results showed that the mutation is not only intended for civil 

servants got a challenge and a new task, as already established, but mutation 

constitute efforts to implement the regulations the Governor, and shall be in 

accordance with the Law of Administrative Civil State (ACS) In 2014, on the 

authority of appointment, transfer, dismissal of civil servants. In addition, 

mutations in the structural positions of civil servants by the Government of North 

Moluccas province were deemed to be far short of expectations, because there are 

legal uncertainties and are not consistent with the requirements of mutation and 

appointments. 

Mutation is basically a form transfer tasks and policies of the Government 

of North Moluccas Province to employees who have positions, this is done against 

employees who are considered by the leader to have less performance than the 

existing standard. Pattern of mutation often causing concern among employees if 

the reason for removal was not explained well and open. 

North Moluccas Provincial Government still quite young in applying the 

Law of Administrative Civil State No. 5 in 2014, because in general it divenitif 

government under Mr. KH. Abdul Ghani Kasuba, Lc and Mr. Ir. Muhammad 

Natsir Thaib inaugurated on May 5th 2014 as Governor and Deputy Governor of 

North Moluccas. Only about 15 months of his reign so it is relatively new in 

applying the statute ASN. Nevertheless, right on June 21 on behalf reign North 

Moluccas Governor has issued a Decree on the Establishment of Performance 

Assessment Team that will work in accordance with the theme the author of Civil 

Servants Mutations Policy. 

Development system of Civil Servants in a structural position is crucial, 

because the Civil Servant is an element of Administrative duty to carry out the 

duties and obligations in order to realize governance and development to achieve 

the objectives set out in the vision and mission of the Provincial Government of 

North Moluccas. 

Keywords:Mutations, Civil Servants, North Moluccas 
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